
 
 

 

 
 

GUBERNUR JAMBI  
 
 PERATURAN  GUBERNUR JAMBI  

NOMOR  4  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

GUBERNUR JAMBI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisa dan evaluasi atas 
pelaksanaan penerapan dan penegakan disiplin serta 
untuk optimalisasi pencapaian kinerja Aparatur Sipil 
Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, 
maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jambi perlu dilakukan perubahan; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1646); 

  

SALINAN 



 
 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5699); 

 

   5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 

  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

 

  7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR 

NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI. 

 
 
 
 



 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 
2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, diubah sebagai berikut :  
 
1. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut :  
 

Pasal 5 
 

(1) Hari kerja bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Jambi ditetapkan 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai 
dengan Jum’at. 
 

(2) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 
37,5 jam dalam seminggu dengan pengaturan sebagai berikut : 
a. Hari Senin s.d hari Kamis   : pukul 07.15 – 16.00 WIB 

Waktu istirahat   : pukul 12.15 – 12.45 WIB 
b. Hari Jum’at     : pukul 07.00 – 11.30 WIB  

 

(3) Dalam pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan apel pagi dan apel 
sore/atau pengajian/atau senam pagi/olahraga yang diikuti seluruh 
ASN, dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 WIB; 
b. hari Jum’at pukul 07.00 WIB kegiatan pengajian/senam 

pagi/olahraga. 
 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf c dihapus, sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut :  
 

Pasal 7 
 

(1) Kehadiran ASN dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin 
kehadiran elektronik pada pagi dan sore hari. 
 

(2) Dihapus. 
 

(3) Perekaman sidik jari dilaksanakan mulai pukul : 
a. pagi hari pukul 06.45 sampai dengan pukul 07.15 WIB; 
b. sore hari pukul 16.00 sampai dengan pukul  18.00 WIB. 

 



 
 

(4) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan juga secara manual dalam hal : 
a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengalami kerusakan/tidak berfungsi; 
b. PNS belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik; 
c. dihapus; dan 
d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran 

elektronik. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. 
 

    Ditetapkan di  Jambi  
    pada tanggal 23 – 2 – 2018  
 
            GUBERNUR JAMBI, 
 
     ttd 
 
                           H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

                                          
Diundangkan di Jambi  
pada tanggal  2 – 3 – 2018  
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI 
 
       ttd 
 
H. M. DIANTO 
 
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI  TAHUN 2018  NOMOR  4 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd 
 

M. ALI ZAINI, SH, MH 
Nip. 19730729 200012 1 002 
 


